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Merujuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016
tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
bersama ini kami sampaikan penyelenggaraan SPIP BPPMHKP Bangka Belitung pada
Triwulan Kedua Tahun 2024 sebagai berikut:

I. Kelembagaan
Tim SPIP Satuan Kerja telah dibentuk dan telah ditetapkan pada Surat Tugas Tim
SPIP Satuan Kerja Sekretariat BPPMHKP Bangka Belitung Nomor B.18/SKIPM.PKP/
OT.210/1/2024 tanggal 03 Januari 2024

Il. Pelaksanaan Pengendalian

Penyelenggaraan SPIP Satuan Kerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu

Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Bangka Belitung pada Triwulan Keempat

Tahun 2024, dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis pengendalian, meliputi:

a. Pengendalian Rutin
Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap
harinya. Kegiatan mingguan akan dievaluasi di setiap awal minggu pada waktu
pelaksanaan apel pagi hari Senin atau rapat bulanan. Risiko yang perlu
dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin antara lain dalam aspek
organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan

anggaran, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), akuntansi dan pelaporan,
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serta kerugian negara), aspek kepegawaian, dan aspek kinerja. Adapun Satker
BPPMHKP Bangka Belitung pada Triwulan Keempat Tahun 2024 telah

melaksanakan pengendalian rutin sebagai berikut:

Pengendalian Kondisi Kegiatan
Jumlah Pelaksanaan kegiatan
Organisasi (Ada) 12 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan

Pelaksanaan Organisasi dengan Kepala
Badan dan Eselon Lainnya

Perencanaan (Ada) 8 Koordinasi Penyusunan Program dan
Anggaran, Review Kegiatan

Keuangan (Ada) 12 Manajemen Resiko, Laporan
Negara Pertanggungjawaban Keuangan, Rekonsiliasi
PNBP Bulanan

Kepegawaian (Ada) 6 Monitoring kepegawaian termasuk update di
aplikasi e-pegawai oleh Pj kepegawaian

Kinerja (Ada) 12 Monitoring Kegiatan Harian oleh Tim Kerja
setiap awal minggu, Jadwal Palang Kegiatan,
Rapat Bulanan oleh Kepala UPT

b. Pengendalian Berkala
Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual
mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Kepala Satuan
Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian.
Berikut kondisi form pengendalian berkala Satker BPPMHKP Bangka Belitung
hingga Triwulan Keempat Tahun 2024 sebagai berikut :

Form Pengendalian Kondisi Uraian Perubahan (Update Data) Form
berkala Perubahan/Update Pengendalian

Kapasitas SDM (Tidak Ada)

Pengelolaan

Penyusunan (Ada) - Revisi anggaran (POK)

Anggaran

Pengadaan (Tidak Ada) - Tidak Ada belanja Modal di

Barang/Jasa Triwulan IV 2024




Barang Milik (Ada) - Penandatanganan BA Serah
Negara Terima Aset Ke Balai Karantina
HIT Bangka Belitung

Penyelesaian (Tidak Ada) - Tidak Ada TGR

Kerugian Negara

Penyerapan (Ada) - Pagu blokir perjalanan dinas

Anggaran - Kenaikan pajak tunjangan
Kinerja.

c. Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

1) Penilaian Risiko

Update form Uraian Perubahan
penilaian risiko

Ada Manajemen Risiko yang sudah terkendali pada triwulan
sebelumnya, tidak akan kembali dimasukan ke dalam
Manajemen Risiko triwulan berjalan

2) Update Peta Risiko

Update Jumlah Kegiatan
Peta Risiko

Rendah 2 Kegiatan

Sedang 2 Kegiatan

Tinggi 2 Kegiatan

lll.  Kendala dan Masukan
a. Kendala
- Terdapat pagu blokir perjalanan dinas, sehingga realisasi anggaran
kurang dari 99%
- Belanja pegawai berupa uang makan biulan desember 2024tidak dapat di
bayarkan di tahun 2024, dikarenakan untuk anggaran belanja berkurang
akibat kenaikan pajak pembayaran tunjangan kinerja



b. Masukan

- Penyesuaian kembali rencana kegiatan di tahun berikutnyav sehingga pada
waktu pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
- Uang makan bulan desember tahun 2024 dibayarkan menggunakan

anggaran tahun 2025.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan
terima kasih.




